
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1445, 2014 KEMENHUT. Luas Areal Terganggu. Reklamasi.
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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor P.84/Menhut-II/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.56/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PENENTUAN LUAS AREAL

TERGANGGU DAN AREAL REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK
PERHITUNGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN

KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.56/Menhut-II/2008 telah ditetapkan tata cara penentuan
luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi
untuk perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penggunaan Kawasan Hutan;

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari
Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan
Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku
pada Kementerian Kehutanan, perlu penyempurnaan tata
kelola pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penggunaan Kawasan Hutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
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Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang
Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal
Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan
Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3760);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang
Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4500);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61
tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5325);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk
Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan
yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5538);

11.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P
Tahun 2014;

12.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
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Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55
Tahun 2013;

13.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

14.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan Lindung Bawah Tanah;

15.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008
tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan
Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan
Hutan;

16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009
tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 317);

17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010
tentang Organisasi dan Tata Kementerian Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 779);

18.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/Menhut-II/2011
tentang Pedoman Reklamasi Hutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);

19.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.56/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA
PENENTUAN LUAS AREAL TERGANGGU DAN AREAL
REKLAMASI DAN REVEGETASI UNTUK PERHITUNGAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN
KAWASAN HUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu
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dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan
Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 7, angka 8 dan angka 9 diubah,
sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian
kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status,
peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin penggunaan atas
sebagian kawasan hutan kepada pihak lain yang diterbitkan oleh
Menteri setelah dipenuhi seluruh kewajiban dalam persetujuan
prinsip pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan
selanjutnya disebut PNBP Penggunaan Kawasan Hutan adalah
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dan penggunaan
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan
kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagai
pengganti lahan kompensasi.

4. Pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial adalah
pinjam pakai untuk tujuan kepentingan umum terbatas sesuai
ketentuan yang berlaku, tidak bertujuan mencari keuntungan dan
pemakai jasa tidak dikenakan tarif dalam memakai fasilitas
tersebut dan dilaksanakan atau dimiliki oleh instansi pemerintah.

5. Luas kawasan hutan lebih dari 30% (tiga puluh persen) adalah luas
kawasan hutan suatu provinsi yang berdasarkan surat Keputusan
Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan suatu
provinsi luasnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas
daratan provinsi.

6. Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan
kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi
secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

7. L1 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar
untuk bukan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang
bersifat permanen dan area pengembangan dan/atau area
penyangga untuk pengamanan kegiatan, yang merupakan bagian
rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan
hutan;

8. L2 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar
yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan
reklamasi, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam
baseline penggunaan kawasan hutan;


